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Abstract

In the loan agreement that is bound by the agreement, namely the party who lent
or the creditor with the borrower, namely the debtor, the form of achievement is
that the party who lends submits a certain amount of money as the object of the
agreement and the borrower has the obligation to return the loan in accordance
with the time specified or agreed upon in the agreement. loan agreement. There is
a legal relationship based on a loan agreement made in the form of a debt
acknowledgment deed by submitting an object as collateral in the form of a parcel
of land. When the debtor as the borrower is unable to repay the loan, the creditor
takes steps before a notary to make a PPJB deed, the deed is signed by the parties,
namely the borrower. The problems discussed are whether PPJB made before a
notary is subject to sanctions by the Regional Supervisory Council which is used
as the basis for creditors to control land parcels as collateral objects that have
binding force and whether legal protection for debtors whose collateral objects are
transferred based on the PPJB deed made before a notary. It is concluded that the
PPJB made before a notary is subject to sanctions by the Regional Supervisory
Council, and the plot of land used as the object of sale and purchase is used as the
basis for the creditor to control the plot of land as the object of collateral. The
PPJB deed has no hinding force contrary to the provisions of Article 12 UUHT.
The debtor as the owner of the land as the object of the debt guarantee, is made an
object of PPJB and the power to sell is harmed, has the right to obtain legal
protection by suing a notary on the basis of having committed an unlawful act as
stipulated in Article 1365 of the Civil Code with reimbursement of costs, losses
and interest
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Abstrak

Pada perjanjian pinjam meminjam yang terikat dalam perjanjian yakni pihak yang
meminjamkan atau kreditur dengan pihak peminjam yakni debitur, bentuk
prestasinya yakni pihak yang meminjamkan menyerahkan sejumlah uang tertentu
sebagai obyek perjanjian dan peminjam mempunyai kewajiban mengembalikan
pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati dalam
perjanjian pinjam meminjam. Terdapat hubungan hukum didasarkan perjanjian
pinjam meminjam yang dibuat dalam bentuk akta pengakuan utang dengan
menyerahkan obyek sebagai jaminan berupa bidang tanah. Ketika debitur selaku
peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya, kreditur menempuh
langkah menghadap notaris agar dibuatkan akta PPJB, akta tersebut ditandatangi
oleh pihak-pihak yakni peminjam. Permasalahan yang dibahas adalah Apakah
PPJB yang dibuat di hadapan notaris terkena sanksi olenh Majelis Pengawasan
Wilayah yang digunakan sebagai dasar kreditur menguasai bidang tanah sebagai
obyek jaminan mempunyai kekuatan mengikat dan Apakah perlindungan hukum
terhadap debitur yang obyek jaminannya dialihkan berdasarkan akta PPJB yang
dibuat di hadapan notaris. Diperoleh hasil kesimpulan bahwa PPJB yang dibuat di
hadapan notaris terkena sanksi oleh Majelis Pengawasan Wilayah, dan bidang
tanah yang dijadikan obyek jual beli digunakan sebagai dasar kreditur menguasai
bidang tanah sebagai obyek jaminan. Akta PPJB tersebut tidak mempunyai
kekuatan mengikat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UUHT. Debitur
selaku pemilik tanah sebagai olbyek jaminan hutang, dibuat obyek PPJB dan
kuasa menjual dirugikan, mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan
hukum dengan menggugat notaris atas dasar telah melakukan perbuatan
melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dengan penggantian
biaya, rugi dan bunga
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